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Masa transisi keipala daerah,

Bahkan berdasarkan hitungan Ba-
dan Keuangan dain Aset Daerah (BKAD)
utang baru bisa Iuinas pada 2027 men-
datang,

“Tentang alokasi dana yang dari pu-
sat itu sudah ada. Itu sudah kami pe-
takan Penganggarannya, Kita ity hanya
mampu melakukan skema sampai tiga
tahun sudah lunas,” kata Kepala BKAD
Enrekang Permadi Hasan kepada FA-
JAR, Rabu, 23 Oktober 2024,

Permadi menuturkan bahwa saat ini
memang utang Pemkab Enrekang se-
pertiinfoyangtersebar mencapaiRp700
miliar, namun ia membantahnya,

“Hitungannyaitu, kan, bisa dilihat se-
benarnya dari laporan keuangan, Kalau
utang yang beredar itu nilainya Rp700
miliar itu sebenarnya tidak seperti itu
nilainya,” bantahnya.

* Permadi merincikan bahwa utang ta-
hunberjalan per31 Desember2023me-
nurut BPK; yakni utang belanja Rp141
miliar. Kemudian, utang dana pemulih-
an ekonomi nasional (PEN) outstanding
Oktober 2024 itu sekitar Rp320 miliar;

"Kalau utang pihak ketiga itu Rp141
miliar menurut BPK per 31 Desember
2023, Kalau utang pinjaman PEN, ini,
kan, terencana dan terpola pembayar-
annya sudah ditentukan,” ucapnya,

Disisi lain, Pemkab Enrekang diketa-
huibelummembayarsejumlah hakatau
gaji pegawai. Mulai dari kekurangan gaji

ASN 8 persen selama dua bulan, serta
sertifikasi guru triwulan dua dan tiga.

Selanjutnya, insentif tenaga ahli ke-
agamaan dan tambahan penghasilan
pegawai (TPP) yang juga belum diba-
yar. Ada juga Pegawai Pemerintah de-
ngan Perjanjian Kerja (PPPK) yang te-
lah dikontrak selama lima tahun, na-
mun baru satu tahun kejelasan gaji-
nya. (ams/zuk)
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